
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4   TAHUN 2007 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DI KOTA TASIKMALAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 

Menimbang  : a.  bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah untuk 
mewujudkan manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, berbudi 
luhur, berilmu, menguasai teknologi dan seni, berwawasan masa 
depan dan global, berbasiskan nilai-nilai luhur dan berbudaya lokal 
yang mandiri; 

b.  bahwa berdasarkan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan
tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka bidang pendidikan perlu
dibangun dan dikembangkan komitmen bersama diantara
pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
secara demokratis, terbuka, partisipatif, bermartabat, dan
bertanggung jawab;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya;

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3890); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 
Tasikmalaya  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4117);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
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4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421);

7.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1980 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3176);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan 
Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3411);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan 
Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3763);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan 
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, 
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 Tahun 1998, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1998 Nomor 91);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan 
Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1991 Nomor 3460);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan 
Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3461);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang 
Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3974);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran 
Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan FungsionaI Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3547);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3952);19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4262);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4263);22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4496);

23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003  tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Tahun 2003  Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

dan 

WALIKOTA TASIKMALAYA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 
PENDIDIKAN DI KOTA TASIKMALAYA. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini  yang dimaksud dengan:  
1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota  beserta Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Walikota  adalah Walikota Tasikmalaya. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan 
di Kota Tasikmalaya. 

5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
membidangi pendidikan di Kota Tasikmalaya. 

6. Penyelenggaraan Sistem Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan 
yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, pendidikan 
nonformal dan pendidikan informal sesuai kewenangan daerah. 

7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara.  

8. Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat Wajar 
Dikdas adalah Program Pendidikan Dasar 9 tahun yang harus diikuti 
oleh warga masyarakat Kota Tasikmalaya. 

9. Manajemen kelembagaan pendidikan adalah pengaturan untuk 
pengelolaan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan 
nonformal. 

10. Manajemen Berbasis Sekolah merupakan model penyelenggaraan 
pendidikan yang sesuai dengan potensi masyarakat. 

11. Prestasi kerja adalah prestasi kinerja yang diperlihatkan seseorang 
(pegawai) dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan 
kewenangannya. 

12. Prestasi Akademik adalah prestasi yang dicapai siswa berkaitan 
dengan pencapaian hasil belajar yang sesuai standar kompetensi 
lulusan.. 

13. Prestasi Non Akademik adalah prestasi yang dicapai siswa berkaitan 
dengan aspek pengembangan bakat dan minat. 

14. Pengembangan karier merupakan upaya yang dilakukan seseorang 
dalam meningkatkan prestasi kerja yang disertai dengan kesadaran, 
kearifan, kejujuran dan kedisiplinan. 

15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 
tujuan pendidikan tertentu. 

16. Kurikulum Nasional adalah kurikulum yang berlaku secara nasional 
yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. 
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17. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat 
KTSP adalah Kurikulum operasional yang disusun oleh dan 
dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan. 

18. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan 
dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan 
pendidikan tertentu. 

19. Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian suatu sekolah 
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan 
Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk 
pengakuan peringkat kelayakan. 

20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang 
mengabdikan diri, yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan 
pendidikan. 

21. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai 
guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 
fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta 
berpartisifasi dalam penyelenggaraan pendidikan. 

22. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 
tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 

23. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang mewadahi peran 
serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan 
efisiensi pengelolaan pendidikan di tingkat Kota Tasikmalaya. 

24. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang mewadahi peran serta 
masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan 
efisiensi pengelolaan pendidikan di tingkat Satuan Pendidikan.  

25. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan 
informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 

26. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 
berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, 
dan pendidikan tinggi. 

27. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 
formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

28. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan Iingkungan. 
29. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. 
30. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari 

Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. 
31. Pendidikan khusus adalah layanan pendidikan bagi peserta didik 

yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, 
mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat 
istimewa. 

32. Pendidikan layanan khusus adalah program pendidikan bagi peserta 
didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan 
tidak mampu dari segi ekonomi. 

33. Pendidikan Inklusif adalah layanan pendidikan yang semaksimal 
mungkin,mengakomodasi semua anak didik termasuk anak yang 
berkebutuhan khusus di sekolah atau lembaga pendidikan atau 
tempat lain (diutamakan yang terdekat dengan tempat tinggal anak 
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